
 

 

BAB IV 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan pembahasan dan hasil penelitian yang telah diuraikan pada bab 

sebelumnya, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut: 

1. Perjanjian waralaba konsultasi pemasaran dan operasional antara 

PT.OYO Rooms Indonesia dengan Hotel Wisma Padati Syariah adalah 

perjanjian bersifat baku, berjenis waralaba di bidang manajemen 

perhotelan. Perjanjian ini berbentuk tertulis sesuai dengan ketentuan Pasal 

4 Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2007 tentang waralaba. Para 

pihak dalam perjanjian ini adalah OYO sebagai pihak pemberi waralaba 

dan pemilik Hotel Wisma Padati Syariah sebagai penerima waralaba. 

2. Pelaksanaan perjanjian waralaba konsultasi pemasaran dan operasional 

antara PT. OYO Rooms Indonesia dengan Hotel Wisma Padati Syariah di 

Kabupaten Padang Pariaman berawal dari disepakatinya perjanjian ini 

pada 15 November 2019 yang mana dalam perjanjian ini kedua belah 

pihak sepakat untuk melakukan kerjasama berupa waralaba, dimana pihak 

OYO memberikan hak mempergunakan mereknya dan memberikan jasa 

konsultasi pemasaran dan operasional serta memberikan investasi kepada 

pihak Hotel Wisma Padati Syariah. Sementara pihak Hotel Wisma Padati 

Syariah memiliki kewajiban untuk memberikan bagi hasil dari penjualan 

kamarnya kepada OYO sesuai dengan persentase yang telah 

diperjanjiikan didalam isi perjanjian.  



 

 

Pelaksanaan dari perjanjian ini terdapat beberapa kendala diantaranya 

terjadi wanprestasi yaitu tidak dibayarkannya Pendapatan Pembanding 

Tertentu (MG) sebesar Rp. 17.5000.000/bulan yang diperjanjikan oleh 

OYO serta tidak dapat dicairkannya dana Future TR Investment (FTI) 

sebesar Rp.16.000.000 yang dipergunakan untuk membuat sarana 

tambahan berupa cafe di hotel Wisma Padati Syariah dan perubahan isi 

perjanjian yaitu penghapusan Pendapatan Pembanding Tertentu (MG), 

dan hanya menggunakan sistem bagi hasil saja karena adanya suatu 

keadaan memaksa akibat pandemi virus corona yang menghambat 

perekonomian. 

3. Penyelesaian wanprestasi dalam perjanjian waralaba konsultasi 

pemasaran dan operasional antara PT.OYO Rooms Indonesia dengan 

Hotel Wisma Padati Syariah di Kabupaten Padang Pariaman ini terdapat 

di dalam link (https://partner.oyorooms.com/id/tnc) yang dicantumkan 

dalam isi perjanjian. Ketentuan penyelesaian wanprestasi itu diatur 

dengan 2 mekanisme yaitu yang pertama dengan cara musyawarah 

mufakat dan kedua dengan cara melalui arbitrase. Kedua belah pihak 

sepakat untuk melakukan musyawarah mufakat sebagai jalan untuk 

menemukan titik terang dari penyelesaian masalah wanprestasi ini, yang 

setiap keputusan akhirnya akan dituangkan didalam addendum atau 

ketentuan tambahan. 

B. Saran 

Berdasarkan kesimpulan diatas, penulis memberikan saran sebagai berikut:  

https://partner.oyorooms.com/id/tnc


 

 

1. Perumusan perjanjian waralaba konsultasi pemasaran dan operasional ini 

sebaiknya lebih memperhatikan minimal klausul yang harus dipenuhi 

oleh perjanjian waralaba sesuai dengan yang tercantum dalam Pasal 5 

Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2007, dan haruslah 

memperhatikan keseimbangan terutama dalam perumusan hak dan 

kewajiban serta klausula wanprestasi. Apabila ingin mengubah isi 

perjanjian, perubahan itu tidak boleh berupa pengalihan tanggung jawab, 

dan sebelum perubahan haruslah dilakukan musyawarah terlebih dahulu 

untuk mencapai kesepakatan bersama tentang perubahan isi perjanjian 

tersebut.  

2. Perjanjian waralaba konsultasi pemasaran dan operasional ini merupakan 

bagian dari waralaba maka sebaiknya judul dalam perjanjian ini 

menggunakan kata waralaba dan sebaiknya penyusunan kontraknya lebih 

urut dan lengkap klausul-klausul yang tertulis agar sesuai dengan 

ketentuan Peraturan Pemerintah No.42 Tahun 2007 tentang Waralaba, 

dan agar lebih mudah dipahami oleh penerima waralaba. 

3. Terkait upaya penyelesaian sengketa yang dalam perjanjian tidak 

dituliskan langsung namun disematkan dalam link yang tercantum di 

perjanjian, sebaiknya klausula penyelesaian sengketa ini dituliskan 

langsung diperjanjian agar gampang di lihat dan dipahami agar 

memenuhi ketentuan dalam Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 

Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. 

 


